
Menirbang 

Mengingat 

BUPATI BOGOR 

a. bahwa guna menunijang kelancaran pelaksanaan 
tugas kepala desa, perk dbanlu dengan perangkal 
desa; 

b. bahwa unluk mengangkat dan alau memih perangkat 
desa sebagaimana dmaksud dalam huruf a, 
dperlukan adanya pedoman yang dletapkan dengan 

peraturan daerah. 

1 .  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Oaerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Jawa Baral Berila Negara Tahun 1950 Nom or 8); 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenlang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nom or 60, Tambahan L embaran Negara Nom or 3839); 

3.Kepulusan . . . . . . .  
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3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 63 Tahun 
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan P eny esuaian 
Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa dan Kelurahan; 

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 64 Tahun 

1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai 
Desa. 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

MEMUTUSKAN: 

I 

\ 

1 

Menelapkan ·PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN 
ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

PERANGKAT DESA. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraluran daerah ini yang dmaksud dengan : 

1. Pemerinlah Pusat yang selanjulnya dsebut 
Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang terdri dari presiden bes erla 
para menteri. 

2.Pemerintah . . . . . . .  
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2. Pemerintah Kabupalen adalah Pemerintah Kabupaten 
Bogar. 

3. Bupati adalah Bupati Bogor. 

4. Camat adalah kepala kecamatan sebagai Perangkat 
Daerah Kabupaten Begor. 

5. Desa alau yang dsebut dengan nama lain adalah 
kesaluan masyarakat hukum yang memiliki 
kewenangan unluk mengalur dan mengurus 
kepenlingan masyarakat seempat berdasarkan asal 
usul dan adat istiadat setempat yang dakui dalam 
sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah 

kabupaten. 

6. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerinlahan 
yang dlaksanakan deh Pemerintah Desa dan Badan 
Perwakilan Desa. 

7. Pemerinlah desa adalah kepala desa atau yang 
dsebut dengan nama lain clan perangkat desa. 

8. Kepala desa alau yang dsebut dengan nama lain 
adalah pimpinan P em erintah Desa. 

9. Perangkat desa adalah pembantu kepala desa yang 
terdri dari unsur slaf, unsur pelaksana teknis dan 
unsur wilayah. 

10. Badan Perwakilan Desa alau yang dsebut dengan 
nama lain, selanjutnya dsebut BPD adalah badan 
perwakilan yang terdri alas pemuka-pemuka 
masyarakat yang ada d desa yang befungsi 
mengay omi adat istiadat, m embual peraluran desa, 

menarnpung . . . . . .  
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menampung dan menyalurkan aspirasi 
serla melakukan pengawasan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

11 .  Pejabat adalah PNS dlingkungan 
Kabupaten Bogar. 

masyarakat, 
terhadap 

Pem eintah 

BAB II 

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA 

Pasal 2 

Yang dapat menijad perangkat desa adalah warga desa 
selempat warga negara Indonesia yang memenuhi 
persyaralan sebagai berikut : 

a. betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. selia dan laal kepada Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945 Negara dan Pemerinlah Republik 
Indonesia; 

c. berkelakuan bak, jujur, adl, cerdas, dan berwibawa; 

d. tidak pemah terlibat langsung maupun tidak langsung 
dalam sualu kegiatan yang menghianati Negara 
Kesaluan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945 sepeti G-30 S/PKI 
dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya; 

e. lidak pernah dijaluhi hukuman pidana berdasarkan 

kepulusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang telap; 

f.sehat . 
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f.  sehat jasmani dan rohani; 

g. terdafar sebagai warga desa dan bertempat tinggal 
telap d desa yang bersangkutan sekurang- kurangnya 
satu lahun terakhir dengan tidak berputus-putus; 

h. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan selinggi 
tingginya 51 tahun; 

i. bependidikan serendah-rendahnya SL TP atau yang 
sederajat. 

BAB Ill 

MEKANIS ME PEMILIHAN ATAU 

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 

Pasal 3 

Perangkal desa dapal dpilih alau dangkat lanpa 
pemiihan sesuai dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat setempat, dari warga desa yang memenuhi 
persyaralan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 2. 

Pasal 4 

Pengangkatan perangkat desa tanpa pemilihan, 
dtelapkan dengan kepulusan kepala desa setelah 
mendapat persetujuan BPD. 

Pasal5 . 
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Pasal 5 

Dalam hal pengangkatan perangkat desa dengan 
pemilihan, maka pemilihan tersebut dlakukan untuk 

jabatan-jabatan sekretaris desa, pelaksana seperti urusan 
pengairan (ulu-ulu) dan urusan pamong tani desa 

(pacalang) serla kepala dsun dengan mekanismenya 
datur sebagai berikut : 

a. Kepala desa mengajukan calon yang memenuhi 
persyaralan sebagaimana dmaksud dalam pasal 2, 
kepada BPD sekurang-kurangnya 2 (dua) orang alau 
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; 

b. Khusus bagi kepala dusun, calon yang dajukan oleh 
kepala desa, adalah alas dasar usulan dari para ketua 
RT dan kelua RW d dsun tersebut; 

c. Pemilihan dlakukan leh anggola BPD dalam sualu 

rapal paripuma yang dhadri oleh sekurang-kurang­ 
nya 23 (da peliga) anggola BPD; 

d. Jika perhilungan 2/3 (da pertiga) dari jumlah anggota 
BPD yang hadr, menghasilkan angka dibelakang 
koma, maka dbulatkan ke alas; 

e. Dalam hal terdapat penyimpangan persyaralan calon 
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 2, maka sebelum 
dlakukan pemilihan, DPD terlebih dahulu meminta 
perselujuan bupati; 

f. Calon terpilih adalah calon yang mendapat dukungan 
suara lerbanyak; 

g.Nama . 
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g. Nama calo tepilh sebagaimana maksud dalam 

huruf c dsampaikan leh BPD kepada kepala desa 
unluk dtelapkan. 

BAB IV  

MASA JABATAN 

Pasal 6 

Masa jabalan perangkat desa adalah 5 (ima) tahun, 

terhitung sejak pengangkatan, dan dapat dangkat alau 
dpilih kembali. 

BAB V 

LARANGAN BAGI PERANGKA T DESA 

Pasal 7 

Perangkat desa dlarang bersikap tidak adil, diskriminatif 

sela mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 

BABVI . 
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BAB VI 

PEMBERHENTIAN PERANGKAT OESA 

Pasal8 

(1) Perangkat desa behenli alau dberhenlikan, karena : 

a. meninggal dunia ;  

b. atas perminlaan sendri; 

c. telah dangkat pejabal yang baru ;  

d.  tidak lagi memenuhi salah salu syaral sebagaimana 
dmaksud dalam pasal2; 

e. tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercaya­ 
an penduduk desa; 

f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan 
peraluran perundang-undangan yang belaku dan 
alau norma-norma dalam kehidupan masyarakat 
desa selempal; 

g. melanggar larangan sebagaimana dmaksud dalam 
pasal 7. 

(2) Pemberhentian perangkat desa karena alasan-alas an 
sebagaimana dmaksud dalam ayat (1), kecuali huruf 
a dlakukan oleh kepala desa setelah mendapat 
perselujuan dari BPD. 

BABVII . 
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BABVII 

KETENTUAN PENUTLP 

Pasal 9 

Hal-hal yang belum datur dalam peraluran daerah ini, 
sepanjang mengenai pelaksanaannya datur lebih lanjut 
leh bupati. 

Pasal 10 

Dengan belakunya peraluran daerah ini, maka Peraturan 
Daerah Kabupalen Bogar Nomor 141/Perda.09/DPRD/ 
1983, tentang Persyaratan Tala Cara Pengangkalan dan 
Pemberhenlian Sekrelaris Desa, Kepala Urusan sela 

Kepala Dusun, dcabut dan dnyatakan tidak berlaku. 

Pasal 1 1  

Peraluran daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
dundangkan. 

Agar . 
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Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan­ 
nya dalam lembaran daerah. 

Ditetapkan di Cibinong. 
pada tanggal 27 Mei 2000. 

BUPATI BOGOR, 

td 

AGUS UT ARA EFFENDI 

Diundangkan di Cibinong 
pada tanggal 27 Mei 2000. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOGOR, 

ttd 

DUDDY SUJUDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN 2000 NOMOR 16 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

ASISTEN TATAP 

Drs.H.Y'  IN  MUSLIHAT MM. 

P E  M B  I N A  

NIP. 010. 081.222. 


